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KATA PENGANTAR

Berbagi sedikit ilmu, itulah motivasi utama kami, untuk
menulis buku Pengantar Kekuasaan Diskresi Pemerintahan. Ini
ditandai atas minimnya buku-buku text yang terkait dengan
diskresi. Perkembangan hukum administrasi menjadi minat studi
di Fakultas Hukum Universitas Mulawaman, tidak didukung
dengan perkembangan buku text sebagai literatur yang
menunjang keilmuan Hukum administrasi.

Lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, menjadi dasar berpijak badan/pejabat
pemerintah dalam melakukan tindakan diskresi. Diskresi
mempunyai unsur-unsur yaitu diskresi adalah keputusan dna/atau
tindakan, keputusan dan/atau tindakan itu ditetapkan dan/atau
dilakukan oleh pejabat pemerintahan, tujuannya untuk mengatasi
persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan
pemerintahan, diskresi dilakukan dalam hal peraturan perundang-
undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap,
atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Selain  itu, diskresi bertujuan untuk melancarkan
penyelenggaran pemerintahan, mengisi kekosongan hukum,
memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi
pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan
kepentingan umum, semua itu dalam proses meningkatkan
pelayanan bagi masyarakat serta dalam rangka untuk
penyelenggaraan pemerintahan.

Buku ini tentu, masih jauh dari kesempurnaan, karena
keterbatasan pengetahuan dan kelimuan kami, akan tetapi inilah
sumbangsih yang dapat berikan sebagai akademisi. Berbagi ilmu,
dan berbuat baik, walaupun itu sedikit, dari pada tidak sama
sekali. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua orang dan bagi
kami sendiri untuk pengembangan hukum administrasi.
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Kepada keluarga kami, terima kasih atas segala motivasi,
doa, dan semangat untuk menyelesaian buku ini. Ucapan terima
kasih bagi semua pihak yang telah membantu dalam penerbit
buku, kami ucapakan terimakasih. Sesuatu yang indah, jika kita
bisa menorehkan karya dalam tulisan yang mengispirasi sesama.

Samarinda, 1 Agustus 2018

Penulis
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BABI
PENDAHULUAN

1.1. Pengertian Kekuasaan Diskresi Pemerintahan

H ukum administrasi negara sebagai hukum publik berisi
seperangkat aturan tentang individu yang menjalankan

lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan itu melekat

jabatan' yang dipimpin oleh seorang pejabat. Dalam jabatan itu

melekat suatu kewenangan. Wewenang pemerintahan ber-

dasarkan sifatnya dapat dibagi sebagai berikut:*

1. Wewenang yang bersifat terikat, yakni kewenangan yang
harus sesuai dengan aturan dasar yang menentukan waktu dan
keadaaan wewenang tersebut dapat dilaksanakan, termasuk
rumusan dasar isi dan keputusan yang harus diambil. Ini
mengatur syarat-syarat digunakan wewenang. Syarat ini
mengikatkan bagi organ pemerintahan ketika akan menjalan-
kan wewenangnya dan mewajibkan sesuai dengan aturan dasar
dimaksud ketika wewenang dijalankan.” Contoh penyelidik

! Jabatan istlah badan/organ, atau badan administratif, subyek hukum menurut
badan hukum atau badan menurut hukum publik, menurut hukum tata negara, badan
atau organ administatif adalah setiap orang dan setiap dewan/college yang memegang
suatu kekuasaan umum. Utrecht menyatakan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan
tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan
negara (kepentingan umum), lihat Sadjijono, 2011, Bab-Bab Pokok Hukum
Adminsitrasi, Laksbang press; Yogjakarta, hlm 59-60.

? Ibid, hlm. 92.

* Wewenang terikat, adalah pemberian oleh peraturan perundang-undangan kepada
badan atau pejabat pemerintahan dapat menggunakan rumusan dengan mandatory
terms, yaitu terminologi yang bersifat memerintah, misalnya harus atau wajib (shall
atau must) atau permissive terms, yaitu terminologi yang memperbolehkan, seperti
dapat (may) atau dimana membuat keputusan harus mempertimbangkan secara layak.
Lihat Peter Leyland and Gordong Anthony, hlm 180. Pada hukum administrasi
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